
Menimbang :

BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 1 TAHUN 2AL4

TENTANG

PERIANGGUNGJAWABAN PET,AKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua atas

Undarrg-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan

Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungiarraban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah kepada Dewan Perurakilan Ralqyat Daerah

(DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 {enam) bulan setelah tahun

angaran berakhir;

b. bahwa pertanggungiawaban peiaksanaan APBD sebagaimana

dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2O13;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.

1. Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun L945;

Mengingat



2. undang-undang Nomor L2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

g3L2l sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun lgg4 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor

12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun Lg94 Nom<rr 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

undang-undang Nomor 5 Tahun 2aa2 kntang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara'

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas' Kabupaten

PulangPisau,KabupatenMurungRayadanKabupatenBarito
lJtara Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2ao2 Nomor 18 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a180);

Undang-UndangNomor30Tahun2oo2tentangKomisi
pemberantasan Tindak Pid.ana Korupsi {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 137, Tanbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a251l;

undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Ixmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA3 Nomor 47,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Namor t5 Tahun 2oo4 tentang Pemeriksaan

pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00);

g. undang-undang Nomor 25 Tahun 2aa4 kntang $istem

Perencanaan.Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Iadonesia Tahun 2AA4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa?Ll;

3.

4.

5.



9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oa4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor

L25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang penrbahan kedua

atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2oa4 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOB Nomor 59, Tambahan l*mbar:err Negara Republik

Indonesia Nomor a84al;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OAg tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOg Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 50a9);

12. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2oA9 Entang Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg

Nomor 155, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5O7$;

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun }ALL bntang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a1;

14. Perah.lran Pemerintah Nomor 2O Tahun 2001 tentang Pembinaart

dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO 1 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O9O);

15. Perahrran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AA4 kntang Kedudukan

Frotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralqyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah diubah beberapa kali,



terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OOT

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraluran Pemerintah Nomor 24

Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Penrakilan Ralryat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +7 L2l;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20OS tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum {tembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5o2l;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor

131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a57Ol;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a5751;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576} sebagaimana telah diubah dengan

Perahrran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2AlA tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20OS tentang Hibah

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor +5771;

21- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaart

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a5781;



Zl.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oo5 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan standar Pelayalan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23.Perafijr.jan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporart

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2aa6 Nomor 25, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a6l4ll

Z4.Perafrtran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAT tentang Pembagian

urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 82, Tattbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aft7l;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan lembaran

Negara Repubtik Indonesia Nomor a815);

26. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar

Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun }OLO Nomor L23, Tartrbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 51651;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pembagian urusan Pemerintatran yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2OOg Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2OAg

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OL2 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun

Anggaran 2013 (Lembaran Daeratr Kabupaten Katingan Tahun

2A12 Nomor 26);



Menetapkan :

30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan

AnggaranPendapatarrdanBelanjaDaerahTahunAnggaranzoLS

{kmbaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 29);

31.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

PedomanPengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 L Tahun zoLt tentang Perubahan Kedua atas

perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2aL2 kntang

Pedoman Pen3rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran Z0fi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAIfYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSI{AN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG

PERTANCIGLINGJAItsABAN PEI.qKSANAAN ANCIGARAN PENDAPATAN DAN

BEI.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintsh Daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seiuas-

luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun L943;



pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk

penyajianyangwajarataslaporarrkeuangan,sepertikewajiban

kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya'

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN

Pa*eJ 2

{1} Pertanggungfawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan

memuat:

a. I"aporan realisasi anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laPoran keuangan

{2} Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (i} ditampiri

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan

usaha milik daerah I perusahaan daerah'

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf a tahun anggararr 2OL3 sebagai berikut :

769.757.502.254,70

803.522.577.O73,OO

{33"771..O74.818,3O)

c. Penerimaan Pembiayaan 23A'928'5LO'247 '52
PengeluaranPembiayaan 

- 
2'5OO'OOO'OOO'OO

PembiayaanNeto22S'428'5tA'?47'52
Pasal 4

Uraian laporan realisasi aflggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal3 sebagai berikut :

(U Selisih anggaran dengan realisasi 'pendapatan sejumlah

Rp. 13.323.348.532,3o dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran PendaPatan setelah

a. Pendapatan

b. Belanja

Surplus/Defisit

perubahan

b. Realisasi

Rp. 783.A74.850.787,00

Rp. 769.75L.502.254,74

Selisih lebih / {kurang} Rp. 13.323.348'532'30



a. Jumlah aset Rp' 2'990'532'983'283'36

b. Jumlah kewajiban RP' O'OO

c. Jumlah ekuitas dana Rp' 2'q90'532'983'283'36

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf

c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun

2OL3 Sebagai berikut :

a. Satdo kas awal per 1 Januari tahun

20t3 Rp. 230.693.1,2A.254,52

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 262.316.885.481,70

c. Arus kas dari aktivitas investasi

aset non-keuangan

d. Anrs kas dari aktivitas

pembiayaan

e. Arus kas dari alrtivitas non-

anggaran

Rp. 1296.A87.960.300,00)

Rp. {2.500.000.000,00}

Rp. 0,OO

f. Saldo kas akhir Per 31 Desember

talrun 2013 RP' L94'664'225'929'22

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal t huruf

d tahun anggararl 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan'

Pasal 8

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimarla dimaksud

pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Perafl.rran Daerah ini'

2. I-ampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 alrat (1) terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggararL

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggarafl

menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;



Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran I.7

Lampiran I.8

Lampiran I.9

L,ampiran I.1O

Lampiran I.11

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

Rekapitulasi realisasi aflgg:arane belanja

daerah menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan keterpaduan

urusan pemerintahan daerah dan fungsi

dalam kerangka pengeiolaan keuangan

negara;

Da-ftar piutang daerah;

Draftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi Penambahan dan

pengurangan aset tetaP daerah;

Daftar realisasi Penambahan dan

pengurangan aset lainnYa;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun darr

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah ;dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Neraca

Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan dapat dilihat

dibuku tersendiri.

Pasal 9

Lanpiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah

ini berupa LAKIP.

b" Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan

daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 10

Bupati Katingan menetapkan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian

lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelalsanaan APBD.



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

perattrran Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan'

Agarsetiap0rangmengetahui*ya,memerintahkanpengundangan
peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah KabuPaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 23 Juni ?,O1-4

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 23 Juni 2014

JAINUDIN SAPRI

LEMBARAN DAERAH I{ABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014NOMOR

Plt, SEKRETARIS DAERAH


